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BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
Menimbang:   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan  Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Kabupaten Tabanan;
Mengingat:  1.  Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 20).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABANAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, bahan milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

6. Kecamatan adalah pembaguan wilayah administratif dibawah Kabupaten atau Kota.

7. Penyelenggara Telekomunikasi atau yang disebut Operator Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan Negara yang melakukan dan/atau menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.

8. Peralatan Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam mendukung kegiatan terselenggaranya telekomunikasi.

9. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai saranan penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi atau lebih.

11. Menara Greenfield adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

12. Menara Roof Top adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung baik berupa menara pole maupun menara rangka (Self Supporting Tower).

13. Menara Telekomunikasi Tunggal (Monopole Tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

14. Menara Mandiri (Self Supporting Tower) atau yang disebut menara makrosel adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

15. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang dibangun dengan menyesuaikan lingkungan dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk dari simpul baja.

16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

17. Menara Telekomunikasi Mobile adalah menara telekomunikasi dengan system base transceiver station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia coverage seluler baru atau memenuhi dan meningkatkan kapasitas layanan jasa telekomunikasi seluler.

18. Menara Telekomunikasi Mikrosel yang selanjutnya disebut menara mikrosel adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desaian khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase yang digunakan untuk menempatkan perangkat mikrosel beruapa antenna/radio remote unit.

19. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi bersama yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Tabanan berdasarkan data menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.

20. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha  Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

21. Pemilik Menara Telekomunikasi adalah penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi.

22. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

23. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

24. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.

25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagain atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

26. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas tertular secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

28. Zona Menara Eksisting adalah area terbatas didirikannya menara baru yang dibentuk di skitar menara eksisting yang masih memungkinkan digunakan sebagai Menara Bersama.

29. Zona Larangan Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi.

30. Zona Menara Baru adalah area yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendirian menara seluler baru bagi penyelenggara telekomunikasi seluler.

31. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah wilayah.

32. Titik Zona Menara adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang didefinisikan dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan dalam peraturan ini. 
33. Based Transceiver Station, yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat stasiun pemanjar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).

34. Mikrosel adalah sub sistem BTS dengan cakupan area layanan telekomunikasi (coverage area) yang lebih kecil untuk memenuhi layanan diarea yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat pengguna layanan telekomunikasi (trafik tinggi).
35. Fiber Optik adalah media dengan karakteristik khuus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang sangat besar.
36. Pembangunan Menara adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara diatas tanah/lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana lokasi menara telekomunikasi bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembngunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.

37. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dibidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

38. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional dan berlaku secara nasional.

39. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjannian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan asuransi.

40. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.
BAB II
ZONA AREA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 2

Zona area pembangunan dan pengoperasian menara berdasarkan zona area  pembangunan Menara disesuaikan dengan kaedah penataan ruang keamanan, ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha.
 Pasal 3

Zona area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan dalam 3 katagori yaitu:
a. Zona merah (kawasan menara eksisting);
b. Zona putih; dan
c. Zona penempatan menara baru.
Pasal 4

(1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disekitar eksisting dilakukan dengan ketentuan:
a. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 0,75 km (nol koma tujuh puluh lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian kurang dari 35 m (tiga puluh lima meter);
b. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 1,25 km (satu koma dua lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian 35 m, (tiga puluh lima meter) sampai dengan 65 m (enam puluh lima meter); dan
c. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 2,0 km ( dua koma nol kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian di atas 65 m (enam puluh lima meter).

(2) Zona merah untuk layanan 4G di sekitar menara eksisting dilakukan dengan pendekatan Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 0,3 km (nol koma tiga kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian kurang dari 30 m (tiga puluh meter) dikombinasikan dengan potensi keseluruhan menara eksisting.

(3) Zona merah perkotaan untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan antara pembangunan Menara dengan nilai ruang estetika dan keindahan lingkungan dikawsan perkotaan, pembangunan menara makrocell atau greenfield tidak diperbolehkan.

Pasal 5

Zona putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan ketentuan :
a. ruang Terbuka Hijau termasuk alun-alun dan pertamanan yang dilindungi dari keberadaan menara seluler;
b. militer termasuk komplek latihan dan akademi pendidikan dilindungi dari keberadaan menara seluler kecuali jika ada kebutuhan khusus;
c. sebagian sempadan dan jalan arteri sebagai rencana pengembangan potensi jalan dilindungi dari keberadaan menara seluler;
d. cagar budaya dan pariwisata beserta protective di sekitarnya dilindungi dari keberadaan menara seluler yang nantinya berpotensi mengganggu estetika dan pengembangan kawasan tersebut; dan
e. pendidikan peribadatan dan pemakaman beserta protective view di sekitarnya dilindungi dari keberadaan menara seluler.

Pasal 6

Zona penempatan menara baru sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c dilakukan dengan ketentuan :
a. coverage yang menjamin tercakupinya radius zona area yang membutuhkan layanan komunikasi seluler; dan
b. kapasitas trafik yang menjamin terpenuhinya kapasitas trafik komunikasi seluler saat kapasitas penuh dan trafik tinggi.
                  BAB III
TATA CARA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
               Pasal 7

(1) Pembangunan menara telekomunikasi berpedoman pada peta zona area zona merah (kawasan menara eksisting), zona putih dan zona penempatan menara baru.
(2) Peta zona area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
                   Pasal 8

(1) Bangunan menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. menara tunggal;
b. menara mandiri; dan

c. menara kamuflase.
(2) Selain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
(3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar kualitas masing-masing jenis menara dan dilaksanakan oleh penyedia Menara.
(4) Jenis-jenis Menara telekomunikasi antara lain:

a. menara telekomunikasi jaringan utama (Backbone);
b. menara telekomunikasi mobile;
c. menara telekomunikasi diatas bangunan (Rooftop);
d. menara telekomunikasi kamuflase;
e. menara telekomunikasi pole; dan
f. menara telekomunikasi khusus.
Pasal 9

(1) Struktur bangunan menara harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku pembangunan menara untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, dengan mempertimbangkan :

a. ketinggian menara;

b. struktur menara;

c. rangka struktur menara;

d. pondasi menara;

e. kekuatan angin; 
f. konstruksi tahan gempa;dan
g. daya dukung tanah.
(2) Kontruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman.
Pasal 10
(1) Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan teknis bangunan.
(2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun di atas bangunan gedung.

(3) Struktur bangunan menara telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mampu menampung minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

(4) Penyedia Menara saat membangun Menara telekomunikasi diatas permukaan tanah atau pada bagian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :

a. menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;
b. memperhatikan keamanan dan kenyamanan penggunaan bangunan gedung;

c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan;dan
d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.
Pasal 11
(1) Pembangunan menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pentanahan (grounding);

b. penangkal petir;

c. catu daya (power supply);

d. lampu larangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
e. papan penanda; dan

f. pagar pengaman.
(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. nama penyedia menara dan/atau pengelola menara;

b. alamat penyedia menara dan/atau pengelola menara;

c. lokasi dan koordinat menara;

d. model/bentuk menara;

e. tinggi menara;

f. tahun pembuatan/pemasangan menara;

g. penyedia jasa konstruksi;

h. beban maksimum menara;

i. nomor dan tanggal IMB;

j. nama bts penyewa/pengguna menara;dan
k. nomor telepon darurat.

(4) Identitas hukum sebagaimana pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk papan informasi identitas menara telekomunikasi dengan ukuran minimal 60 cm x 40 cm atau lebih dan dipasang di area menara.
Pasal 12
Standar baku pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;dan
b. struktur konstruksi menara harus mampu menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung sebagaimana menara bersama (Medium/Heavy Duty Tower).
Pasal 13
Standar baku pembangunan menara telekomunikasi untuk jaringan utama (backbone) adalah sebagai berikut :

a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS untuk jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, MSC, BSC, RNC dan jaringan transmisi utama (backbone transmission)/Hub Site;

b. struktur kontruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, MSC, BSC, RNC dan jaringan transmisi utama (backbone transmission)/Hub Site;
c. menara hanya khusus dipergunakan oleh 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi (Medium/Heavy Duty Tower); dan

d. bentuk bangunan menara telekomunikasi wajib berupa menara rangka (self supporting tower).

Pasal 14
Standar baku pembangunan menara telekomunikasi mobile adalah sebagai berikut :

a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter yang berupa truck box dan baja penyangga (spender) menara;

b. struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau penambahan kapasitas layanan jaringan sementara di area tertentu; dan

c. menara hanya khusus dipergunakan oleh 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
Pasal 15
Standar baku pembangunan menara telekomunikasi khusus adalah sebagai berikut :

a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan minimal 1 (satu) shelter untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan khusus pemilik menara;

b. struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan khusus (Light/Medium/Heavy Self Supporting Tower);
c. tidak diperkenankan untuk disewakan atau dimanfaatkan oleh jaringan telekomunikasi seluler, kecuali ada izin dari pemerintah daerah; dan

d. bentuk bangunan menara telekomunikasi dapat berupa menara rangka (Self Supporting Tower ) maupun menara tunggal (Pole Tower).
Pasal 16
Standar baku pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan (Roof Top) adalah sebagai berikut :

a. untuk menara rangka, ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;

b. untuk menara pole, ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;

c. struktur konstruksi menara harus mampu menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi untuk menara rangka dan harus mampu menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi untuk menara rangka dengan memperhatikan daya dukung sebagaimana menara bersama;

d. struktur konstruksi bangunan gedung yang ditempati harus mampu menampung menara berikut fasilitas dan peralatan telekomunikasi dan penunjangnya yang ada di atasnya  yang dibuktikan dengan izin mendirikan banguunan (IMB) gedung; dan

e. bentuk bangunan menara telekomunikasi dapat berupa menara rangka (Self Supporting Tower) maupun menara tunggal (Pole).
Pasal 17
Standar baku pembangunan menara telekomunikasi kamuflase adalah sebagai berikut :

a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan minimal 2 (dua) shelter BTS penyelenggara telekomunikasi

b. struktur menara harus mampu menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomnikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama;

c. desain menara kamuflase disesuaikan dengan estetika lingkungan sekitarnya; dan

d. jenis menara telekomunikasi dapat berupa menara yang berdiri di atas tanah (Green Field) maupun berupa menara yang berdiri di atas bangunan gedung (Roof Top).

Pasal 18
Standar baku pembangunan menara telekomunikasi pole adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS minimal 2 (dua) operator atau penyelenggara telekomunikasi;

b. Struktur menara harus mampu menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama (Light/Medium Self Supporting Tower); dan

c. Jenis menara telekomunikasi dapat berupa menara yang berdiri di atas tanah (Green Field) maupun berupa menara yang berdiri di atas bangunan gedung (Roof Top).
Pasal 19
(1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan perkotaan berupa menara telekomunikasi mikrosel dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase.

(2) Pembangunan menara mikrosel memiliki ketinggian tidak melebihi 18 meter dan harus menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana transmisi atau dapat diatur lebih lanjut dalam rekomendasi dinas.

(3) Rencana desain bentuk menara kamuflase disampaikan oleh pemohon kepada dinas untuk memperoleh pengkajian dan dasar rekomendasi.

Pasal 20
(1) Dalam hal kebutuhan jasa telekomunikasi pada kawasan tertentu, penyedia menara dapat membangun menara telekomunikasi kamuflase yang didesain berupa sarana perkotaan antara lain tiang pju, billboard, papan reklame, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO), menara masjid, pohon buatan, lampu taman dan desain sarana perkotaan lainnya sesuai dengan lokasi penempatan menara.

(2) Penilaian desain Menara kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan rekomendasi dinas.

Pasal 21
(1) Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi  pada kawasan tertentu penyedia menara dapat membangun menara pole yang memiliki tinggi 6 (enam) meter kebawah yang dibangun di atas bangunan gedung (Roof Top).

(2) Pembangunan menara pole sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dinas .
Pasal 22
(1) Penyelenggara telekomunikasi dapat membangun dan menempatkan menara telekomunikasi mobile pada kawasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kapasitas jaringan dan memperluas jaringan layanan jasa telekomunikasi.

(2) Ketentuan, persyaratan dan proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini.

(3) Pengajuan permohonan pembangunan menara telekomunikasi mobile diberikan dengan 2 faktor utama :

a. sebagai infrastruktur pengganti apabila jaringan utama bermasalah atau saat kebutuhan khusus; dan
b. sebagai infrastruktur sementara saat proses pendirian menara telekomunikasi yang baru.
(4) Pemberian izin penempatan menara telekomunikasi mobile selama 6 (enam) bulan apabila melebihi waktu izin maka harus mengajukan permohonan perpanjangan kembali.

(5) Perpanjangan permohonan hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 23
(1) Antena telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur atau sarana perkotaan yang telah ada seperti tiang pju, billboard, papan reklame, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO), menara masjid, gedung bertingkat maupun di dalam bangunan gedung (indoor) dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar sepanjang konstruksi bangunnya mampu mendukung beban antena.
(2) Antena telekomunikasi dapat ditempatkan di atas banguunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui selubung bangunan gedung yang dizinkan dan kontruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.
(3) Pemanfaatan infrastruktur atau sarana perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak untuk dipergunakan secara bersama (kolokasi) dan tidak memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB) Menara. 
(4) Pemanfaatan infrastruktur atau sarana perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang ditempatkan pada bangunan dengan desain khusus yang berebentuk pole dan/atau terkamuflase dapat dipergunakan secara bersama (kolokasi) dan wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) Menara.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi dinas.

Pasal 24
Dalam hal ketentuan penempatan antena telekomunikasi  pada kawasan tertentu maka demi efisiensi pemanfaatan ruang kota dan memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan serta menjaga estetika area, penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan perangkat mikrosel dan/atau kabel fiber optik.

Pasal 25
Penggalian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dan fiber optik di wilayah daerah harus mendapatkan persetujuan dari dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV
REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI
                                             Pasal 26
Syarat-syarat pengajuan permohonan Rekomendasi zona area pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. mengisi formulir permohonan kepada kepala Dinas bermaterai cukup;

b. foto copy KTP pemohon/Penanggung Jawab;

c. foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukumk/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Khusus CV dan Firma);
d. foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Petok D/Letter C);

e. akte perjanjian sewa Menyewa tanah (apabila tanah bukan milik sendiri);
f. foto copy gambar situasi dan rencana detail bangunan (As Planned Drawing) dan hasil kahian penyelidikan tanah (Soil Test) bagi menara yang dibangun di atas tanah (Green Field);dan
g. foto copy IMB Gedung, bagi menara yang dibangunan di atas bangunan gedung (Roof  Top).
Pasal 27
(1) Pembangunan menara telekomunikasi kamuflase, menara pole yang tingginya 6 (enam) meter kebawah, menara telekomunikasi untuk keperluan jaringan utama (Menara HUT), menara telekomunikasi khusus dan menara telekomunikasi mobile (mobile combat) yang tidak wajib digunakan sebagaimana menara bersama, tetap diwajibkan melapor dan mengajukan rekomendasi lokasi penempatan menara kepada Kepala Dinas.
(2) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut:
a. mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;

b. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;

c. foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri CV dan Firma);

d. foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Petok D/Letter C) dan akte perjanjian sewa menyewa tanah (apabila tanah bukan milik sendiri);

e. foto copy bukti sosialisasi warga sekitar radius tinggi menara mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;

f. foto copy gambar situasi dan rencana detail bangunan (As Planned Drawing);dan
g. foto copy IMB Gedung, bagi antenna yang dipasang pada bangunan gedung selama memenuhi standar kekuatan bangunan pendukung.

(3) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;

b. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
c. foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusu CV dan Firma);

d. foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/ Petok D/Letter C/Fasilitas/Sarana/Gedung dan akte perjanjian sewa menyewa tanah/ Fasilitas/ Sarana/ Gedung (apabila tanah/ Fasilitas/ Sarana/ Gedung bukan milik sendiri);

e. foto copy asuransi pertanggungan (liability) perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara;

(4) Proses penerbitan Rekomendasi Pembangunan atau Rekomendasi Penempatan Antena adalah sama dengan yang berlaku untuk Rekomendasi zona area pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 28
Dalam hal terjadi pemindahtanganan/ganti nama kepemilikan, pemilik baru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. surat pemberitahuan pemindah tanganan izin kepada bupati melalui kepala Dinas terkait;
b. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon baru;

c. bagi badan usaha disertakan foto copy akta pendirian dan npwp dan/atau foto copy akta akuisisi atau pengalihan hak kepemilikan;

d. foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) beserta lampiran gambar teknis dan perubahannya;

e. foto copy bukti pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terakhir; dan
f. foto copy akte jual beli Menara telekomunikasi.
                                                          BAB V
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 29
(1) Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan menara telekomunikasi, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh dinas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang belum dilengkapi izin-izin yang dipersyaratkan dan/atau pembangunan yang tidak sesuai dengan izin-izin yang ditertibkan.

(3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan pengawasan dan evaluasi yang bersifat teknis terhadap struktur rangka menara secara berkala.

(4) Pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penyimpangan dari perangkat daerah yang menerbitkan izin, aparat kewilayahan, dan/atau masyarakat.
BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 20 Desember 2018
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